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KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
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TENTANG
SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU

PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BONTANG
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BONTANG,

: a. bahwa lnformasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola,
dikirim dan atau diterima oleh Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan
penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuaidengan Peraturan Perundang-undangan
serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik;

b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipirtanggungjawabkan perlu dikelola
secara optimal dan didukung dengan dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta
media yang tepat sebagaisarana pelayanan informasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,
perlu menetapkan PPID Pembantu dalam suatu keputusan Kepala Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Bontang.

: 1. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai
Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Republik lndonesia Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

2. Undang-Undang Nomorl4 tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4741);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik lndonesiaTahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 5038);

Mengingat

Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Republik lndonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Ketedcukaan lnformasi Publik
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 5149);

Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformasi Nomor 28IPER/M.KOMINFO/9/2006)
tentang Penggunaan Nama Domain untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan
Daerah).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan lnformasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Memperhatikan : Peraturan Komisi lnformasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan lnformasi
Pr rhlik
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MEMUTUSKAN:

Menunjuk Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Satuan
Polisi Pamong Praja Kota Bontang dengan susunan sebagaimana dalam lampiran
keputusan ini.

Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud
Diktum KESATU, mempunyai tugas :

a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling

sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya;
d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi

pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengdepankan prinsip-
prinsip pelayanan prima;

e. Mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen di
lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang masing-masing menjadibahan
informasipublik; dan

f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan
dokumentasi kepada PPID Utama secara bekala dan sesuaidengan kebutuhan.

Membebankan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi
(PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Pemerintah Kota Bontang.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hariterdapat kekeliruan maka akan diperbaikisebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 04 Marel202?

KEPALA SATPOL PP ,

PEMBINATINGKAT I

NtP. 1 9681 231 1 990031 031
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Tembusan disamoaikan keoada vffr. :

1. Kepala Dinas Komunikasidan lnfurmatika Kota Bontang;
2. Sdr. Pejabat yang bersangkutan
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LAMPIMN KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PMJA
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: Iq TAHUN2O22
: OIMARET2O22
: SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMAS! DAN DOKUMENTASI (PPID)

PEMBANTU PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BONTANG
TAHUN ANGGAMN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO.
JABATAN DALAM

KEANGGOTAAN
JABATAN DALAM KEDINASAN

1 2 3

1. Atasan PPID Pembantu Kepala

2. PPID Pembantu Sekretaris

3. Bidang Pendukung Sekretariat 1. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian

2. JundatulMillah,S.Stat

3. Etik \Mjayanti

4. Aningtias Prihatin Ningrum

4. Bidang Pengolahan Data dan

Klasifikasi lnformasi

1. Taufan Danang Santiko

2. Muhammad Septian Ardiansyah

3. Ryan Saputra

5. Bidang Pelayanan lnformasi dan

Dokumentasi

1. JeriEkopurnomo

2. Mansyur

3. Suratman

6. Bidang Fasilitasi Sengketa

lnformasi

1.

2.

lGsi Pembinaan, Pengawasan dan

Penyuluhan

Fatkur Roji, SH
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